BABYV
PENUTUP

A.Kesimpulan
Berdasarkan serangkaian pembahasan di bab
sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti akan
menyimpulkan yang berdasarkan fenomena di lapangan
guna menjawab rumusan masalah yang telah
diterangkan di awal, yakni :

1. Tanggung Jawab Notaris yang bertugas di Kecamatan
Selebar Kota Bengkulu sudah berupaya semaksimal
mungkin dengan melalui prosedur pemeriksaan
cermat berlapis (double checking) terhadap setiap data,
angka, nama, dan tanggal dalam akta sebelum
penandatanganan resmi oleh para pihak, guna
mencegah kesalahan ketik yang dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum. Apabila kesalahan ketik tetap
ditemukan, notaris bertanggung jawab memperbaiki

melalui mekanisme renvoi sebelum penandatanganan
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atau berita acara pembetulan setelahnya, dengan tetap
mempertahankan substansi asli dan maksud hukum
akta agar tidak merugikan hak pihak terkait secara
material maupun prosedural.

. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Jabatan Notaris, Notaris di kecamatan selebar
kota bengkulu telah menjalankan ketentuan yang
berlaku  dengan = melakukan tugasnya secara
profesional. Notaris bertanggung jawab secara
administratif apabila terjadi kelalaian atau kesalahan
ketik dalam pembuatan akta. Tanggung jawab
administratif tersebut dapat berupa sanksi yang
diberikan oleh pejabat berwenang, mulai dari teguran
lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian
sementara atau tetap, tergantung pada tingkat
kesalahan dan dampaknya. Penegakan sanksi ini
bertujuan untuk menjaga profesionalisme, integritas,

dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan
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kenotariatan serta memastikan bahwa setiap akta yang
dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.

. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah tanggung jawab
notaris terhadap kesalahan ketik pada akta. Notaris di
kecamatan selebar kota Bengkulu sudah menerapkan
prinsip akuntabilitas yaitu hisab (pemeriksaan) dan
muhasabah (pengawasan diri) sebagai wujud amanah
QS An-Nisa:58 yang mewajibkan penyerahan amanah
kepada yang berhak, untuk menjaga kemaslahatan
umat dalam melindungi harta (hifz al-mal) serta
mencegah kerugian seperti sengketa hak (mafsad).
Notaris menunjukkan komitmen amanah melalui
kehati-hatian (ihtiyath) dengan menjamin keadilan
(adl), dan kepastian hukum lewat perbaikan tepat
waktu, yang mencerminkan tanggung jawab sebagai
pejabat publik serta hisbah (pengawasan untuk

kebaikan umum).
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B. Saran
Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
ke pihak Notaris sebagai sebuah masukkan yang
bermanfaat demi kemajuan di masa mendatang, maka
diperlukan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1.  Notaris di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
perlu menerapkan checklist pemeriksaan yang terstruktur
dan menyeluruh sebelum akta ditandatangani, guna
memastikan keakuratan data dan mencegah kesalahan
ketik yang dapat merugikan pihak terkait.

2. Perlu pelatihan rutin bagi notaris tentang
penyusunan akta yang bebas dari kesalahan formal agar
lebih teliti dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

3.  Perlu penerapan digitalisasi proses
administrasi bagi notaris untuk mengurangi kesalahan
manusia (human error), mempercepat verifikasi data, serta

meningkatkan akuntabilitas pembuatan akta.
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